
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang
umum, maka perlu menata rute jaringan trayek angkutan
kota pada semua jaringan trayek angkutan kota di Kota
Tidore Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kota Tidore
Kepulauan;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas
serta manajemen Kebutuhan Lalu lintas. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,
dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
dengan Kendaraan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan
6. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan

jaringan pelayanan angkutan orang.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, dan jenis kendaran tetap serta berjadwal
atau tidak berjadwal.

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

10. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Pasal 2

(1) Jaringan Trayek Angkutan Kota merupakan Trayek Angkutan perkotaan
yang melalui wilayah kota.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan trayek ulang alik antar wilayah administrasi
pemerintahan.

(3) Jaringan Trayek Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) dilakukan oleh perorangan atau perusahaan Angkutan Umum yang
berbentuk Badan Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1) Perizinan penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek angkutan
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

(2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penumpang angkutan kota wajib membayar tarif pelayanan yang besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Pasal 6

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi terhadap jaringan trayek.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore
Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 469.


